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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinterd&egan manusia lainnya
setiap saat dan dalam berbagai situasi. Apabil#h lelari satu individu memiliki
kesamaan tujuan, maka terjadilah kerja sama,alikepa apabila lebih dari satu
individu mempunyai kepentingan yang berbeda, makecwilah masalah-masalah
sosial seperti konflik yang terjadi di Ambon (Mhily), Ternate (Maluku Utara), Poso
(Sulawesi Tengah), Kupang (Nusa Tenggara Timur)

Konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial ikeet dua individu
mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilariggrarmonisan di antara mereka.
Pada dasarnya konflik adalah alami dan sering diegalam kehidupan sehari-hari.
Seperti dikatakan Walter (199:1jh& history of humankind and the rise and fall of
civilizations is unquestionably a story of confli€onflict is inherent in humaactivities.

It is omnipresent and foreordained.”

Penduduk asli kota Ambon tidak mencapai kemajuangyberarti dalam
kehidupan sosial ekonomi, tetapi para pendatang yardiri dari suku Buton, Bugis,
Makasar, Jawa dan Sumatra Barat karena kegigihameyadapatkan kemajuan yang
pesat. Karena itu mereka berkembang sebagai penaihly yang dapat membeli tanah
untuk perumahan dan sebagainya yang sebagiandeatsarah yang bertetangga dengan

pemukiman Kristen bahkan di tengah-tengah pemukirKaisten. Ini merupakan



kesalahan besar karena kurang memahami konflik yarsglubung antara Islam dan
Kristen.

Pertumbuhan ini menimbulkan kebencian pihak Krisg@mg merasa tanah
peninggalan nenek moyang mereka telah diperkosa péndatang, mereka merasa
kehilangan warisan, diperparah lagi dengan besgiriblasjid dipemukiman baru yang
berdekatan dengan Gereja. Seperti kata Dr. LitAayasi suku BBM, 4 orang saja sudah
mendirikan Mas;jid”.

Ummat Islam asli Ambon atau Maluku sejak penjajaBalanda telah memilih
lapangan pekerjaan non Formal karena menolak katpelengan Belanda. Mereka
memilih pekerjaan sebagai pedagang, nelayan, @ergak, petani bahkan kuli kasar.
Masyarakat Suku Buton, Bugis Makasar dan Jaw&k defah seratus tahun yang lalu
telah berdatangan ke Maluku khususnya pulau AmBenam, Buru, pulau pulau Lease
dan Maluku Utara. Selain karena kesamaan agameaadddmmat Islam di daerah ini
mereka juga punya kesamaan lapangan pekerjaamakére suku-suku pendatang ini
segera menyatu bah kan terjadi perkawinan antara pedagang dan penduduk asli
yang beragama Islam.

Sesudah RMS, terutama di atas 1960-an kedatanganageekerja yang gigih
ini terus bertambah sehingga dari segi jumlah t&dajadi lah pergeseran perimbangan
yang berarti sehingga hampir sama dengan pendwglinlya Program transmigrasi telah
membuat prosentasi jumlah yang beragama Islam tettambah, sedangkan mereka
yang kurang berhasil di transmigrasi beralih kealk®mbon dengan pekerjaan yang lebih
sesuai karena itu para pendatang baru di Amboragrknmereka yang eks transmigrasi

(Jawa dan Sunda) semakin banyak. Penolakan terhaelagatang yang merupakan



pesaing pihak Kristen ini telah tampak sejak Dig¥gttimena menjadi Walikota Madya
Ambon (1986-1991) saat barang dagangan para peglagik pendatang ini ditendang,
ditumpahkan dagangannya dan dihardik agar keluarkdéa Ambon kembali dan ke
daerah asalnya.

Dalam kerusuhan ini para pendatang dianggap selaaiebab rusaknya
semangat Pela-Gandong karena mereka tidak mengamtdia krama Pela-Gandong.
Penilaian ini terasa sangat dibuat-buat kare naatnstam penduduk asli Maluku sejak
lama sadar bahwa Pela-Gandong tidak punya nilatappa apa lagi bagi kaum
pendatang. Pela-Gandong sesungguhnya hanya ikat@rabatan antara 2 desa, jadi
tidak mengikat seluruh masyarakat asli apa lagyaderlaku di Maluku bagian tengah
saja, jadi dari segi kualitas ikatannya terlalu gemrosentasenya berkisar 5% saja
sebagai jaring pengaman. Di kota madya Ambon yandgh pendatang cukup banyak
maka prosentasi itu semakin kecil.

Demikian juga terdapat perbedaan yang tajam am@réaku budaya ummat
Islam asli pulau Ambon yang dipengaruhi secara kigtt budaya Islam yang religius
sementara pihak Kristen oleh budaya barat yangaardgn ambtenar.

Berdasarkan konsep Parsons (1951), setiap sistemal saliperlukan
persayaratan fungsional. Diantara persyaratan-pexs&n itu di jelaskan bahwa setiap
sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkundan dengan tuntutan
transformasi pada setiap kondisi tindakan wargapadion) berikutnya, tindakan warga
diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (goahattt). Kemudian persyaratan lain
adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidakayas ada suatu tingkat solidaritas,

agar struktur dan sistem sosial berfungsi (intégnatanpaknya apa yang dikemukakan



Parson itu cukup relevan untuk dipakai sebagaihsalu dasar dalam menganalisis
secara structural dan fungsional konflik lokal: datas dasar konsep Parsons ini
pengetahuan mengenai konflik sosial akan lebih dam&ehubungan dengan itu Coser
mengatakan bahwa konflik adalah suatu komponeringedalam setiap interaksi sosial
oleh karena itu menurut Coser (1974) bahwa komifligk perlu dihindari, sebab konflik
tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau mehdoelah atau merusak. Dengan kata
lain konflik dapat menyumbang banyak bagi keleatahidup sosial, bahkan mempererat
hubungan antaranggota.

Berbicara tentang fungsi ternyata tidak hanya smkdéerkaitan dengan hal
peran, relasi fungsi tidak selalu terpadu (neg&@f)ena dapat saja relasi yang saling
konflik lebih-lebih kalau di dalamnya ada cukup Y fraksi. Dalam fungsi terdapat
struktur, dalam fakta sosial terdapat struktur flargsi yang saling terkait erat (kalau
tanpakaitan berarti bukan struktur). Teori fungsiak dirangcang dalam kaitannya
dengan perubahan, sehingga antara keduanya agalrguk dikaitkan. Sering teori ini
hanya terbatas mengungkapkan hubungan-hubungan gengsi atau seimbang
(equilibrium) saja, dan kurang mampu melihat patpogensi konflik yang mungkin ada
(Brown 1980). Pencampuran teori ini dengan teorulpghan, umumnya menyangkut
perilaku, inipun memerlukan waktu yang panjang.

Dengan demikian, konflik sosial ambon dapat mendeigotensi perubahan
terhdap cara pandang berpikir bagi masyarakat Makikisusnya orang-orang pribumi
yang sebelum konflik sosial perasaan gengsinyaitimghadap pekerjaan, jika pekerjaan
itu menurutnya hina seperti; jadi tukan pikul bakwikan becak, berdagang di pasar.

Namun setelah konflik sosial orang-orang priburmg/dadinya tidak mau bekerja dan



merasa pekerjaan itu hina, akan bisa untuk menepeilerjaan tersebut sebagai
pekerjaan sehari-hari.

Ambon sebelum terjadinya konflik sosial pada tah889, penataaan kota rapi,
dengan lingkungan yang bersih, hingga mendapakgulumanisse, yang artinya manis
atau indah. Karena itu, Ambon pernah beberapankafidapatkan Adipura. Problema
sosial kota-kota besar seperti tuna wisma, kakalipengamen-pengemis, sampah dan
tindakan kriminal jarang dijumpai. SebagaimanaHaita besar lainnya, penduduk kota
Ambon terdiri atas beragam ras, bangsa, dan édrdng Arab dan China bersama etnis
Bugis, Buton, dan Makasar (dikenal dengan sebuBBM’) memegang peran penting
dalam perekonomian kota dan daerah. Sementara-orang Maluku yang juga terdiri
atas beragam etnik cenderung terpinggirkan.

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia gagminasi pemeluk
agama Islam, di Ambon sebanyak 49,2 % warganya m&nagama Kristen Protestan,
44,3% memeluk agama Islam, 6,35 % Katholik, 0,07%dH, dan 0,04% Budha.
Pemeluk Islam umumnya adalah pendatang, yaitu eveangg Arab serta etnik “BBM”.
Meski ada juga orang-orang Ambon dan Maluku yangnetek agama Islam. Selain
berperan dalam perekonomian untuk dapat bertaltup ldi daerah ini, para pendatang
khususnya etnik Bugis, Buton, dan Makasar (BBMigaj bersedia bekerja di sektor-
sektor informal yang cenderung dihindari pendududt. aHingga muncul kesan,
perekonomian Ambon dan Maluku dikuasai pendatangéaneluk agama Islam.

Sistem kekerabatan yang sangat kuat diantara anamg Ambon, baik
pemeluk Islam maupun Kristen kian mempertegas stridosial, ekonomi, dan politik.

Jika ada seorang kepala daerah baru dilantik, ad&nklerungan pejabat-pejabat di



bawahnya akan diganti oleh mereka yang masih marhilbungan kekerabatan dengan
si pejabat baru. lkatan kekerabatan ini mudah seianati, karena setiap orang “asli”
selalu menggunakan nama fam atau “marga”.

Ambon di saat konflik sosial Sebagaimana kita ketdiersama, sejak awal
1999 terjadi konflik sosial di Ambon yang kemudiamenyebar hampir ke seluruh
pelosok Maluku. Konflik ini menempatkan orang Islagimng dalam bahasa setempat
disebut Acang (dari kata Hasan) berhadapan dengeng dristen yang biasa dipanggil
Obet (dari kata Robert). Dalam konflik ini, kelonkpAcang menguasai permukiman di
daerah pantai dan dataran rendah. Sementara keto@ipet menguasai dataran tinggi
dan perbukitan. Rumah, toko, dan segala banguni kelompok Obet yang dikuasai
kelompok Acang saat itu, sebagian besar habisatlijalan dibakar. Demikian pula
sebaliknya, bangunan dan harta kekayaan kelompakg\gang ada di daerah kekuasaan
Obet, sebagian besar habis dijarah dan dibakabafkya, dapat kita saksikan, antara
lain ratusan bahkan ribuan rumah penduduk dan tbkakar. Sarana dan prasarana
dasar, seperti kantor pemerintah, sekolah, jaringlom, jaringan PAM, juga menjadi
sasaran. Pendek kata, kota menjadi lumpuh.

Tidak ada angka pasti berapa banyak korban jiwag yjatuh waktu itu.
Penyiksaan, pembunuhan, dan aneka macam perilakib&radab” menjadi bagian dari
kehidupan sehari-hari saat ini. Masing-masing kelokn Acang dan Obet, mengungsi ke
tempat yang dianggap aman. Acang mengungsi ke kawgsng dikuasai Acang, dan
Obet mengungsi ke kawasan yang dikuasi Obet. Makgaterpecah dan terkotak-kota

berdasar kelompok serta keyakinan.



Upaya mengakhiri konflik ini ternyata tidak mudatréna ada beberapa pihak
yang diduga diuntungkan dengan adanya konflik. Bamtdana dari berbagai pihak
terhadap masing-masing kelompok yang berseteruadieitjerkah” bagi sebagian orang.

Ambon pasca konflik sosial Masyarakat kini tingg&brkotak-kotak,
berdasarkan kelompok dan golongan. Kelompok Obggél di wilayah-wilayah dataran
tinggi atau daerah atas, sementara kelompok Acewjayah dataran rendah atau dekat
pantai. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi rakédompok sudah berjalan “normal”.
Tapi, untuk tinggal berbaur dengan kelompok yandhda, masih dirasakan kurang
“nyaman”. Etnis tertentu, terutama Cina yang umuaniekerja sebagai pedagang
dengan modal besar, memilih strategi menunggu ssitkandusif. Tanah dan rumah
mereka tidak dijual, tapi dititipkan pada oranglaaparat, atau tokoh masyarakat untuk
menjaganya. Para penjaga ini diuntungkan dari dsia ‘¥aitu, dari pemilik rumah,
mereka mendapat uang jaga. Jika ada pendatangmngangmenempati rumah (bekas
terbakar) tersebut, mereka pun mendapat uang sem@han.

Sebenarnya masyarakat sudah jenuh oleh kondisil s@sig ada dan keamanan
yang labil. Akibatnya, banyak yang apatis serta jalani kehidupan hanya untuk
kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri. Bigatdkan hampir seluruh tatanan
sosial hancur, warga terkotak-kotak, dan salinggeuiKadang terjadi perkelahian antar-
warga. Khususnya kalangan muda di satu keluralesntatna di daerah pengungsian.
Minum-minuman keras hingga mabuk suatu kebiasaamaba lalu masih banyak
dilakukan hingga kini. Kondisi mabuk ini menjadiadasatu pemicu mudahnya muncul

perkelahian-perkelahian tersebut.



Segera setelah konflik reda, sejumlah program/grdyemanusiaan, baik dari
pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (L8Mhcoba masuk dengan maksud
segera memulihkan Ambon. Kota yang semula berddat konflik ini tiba-tiba
mendapat “berkah” bantuan. Namun, tidak sedikitgpam yang dikucurkan tanpa
perencanaan matang. Sehingga masyarakat cenderengandang kehadiran suatu
lembaga identik dengan kehadiran bantuan atau uAwglnya, Pilot Project juga
disikapi seperti ini. Ketika Tinilot Project pertama kali masuk ke daerah ini, masing-
masing stakeholder baik itu tingkat kota, kecamat@gupun kelurahan sudah mendapat
informasi tentandPilot Project Tapi, informasi yang didapat hanya terbatas baku
Pedoman UmurRilot Project

Di sisi lain, konflik sosial ternyata tidak mempanghi gaya hidup masyarakat.
Umumnya masyarakat Ambon masih mengutamakan pefzamipar (lifestyle), antara
lain dengan menggunakan barang-barang bermerekntdrkatau berkualitas tinggi,
meski mahal untuk kondisi saat ini. Seperti, ba@patu, perhiasan, serta alat rumah
tangga yang cukup mewah. Perilaku konsumtif tetsefenimbulkan dampak sosial.
Karena, tidak sedikit warga yang jatuh miskin akik@rusuhan, namun pola hidupnya
masih seperti sebelum kerusuhan. Yang merasa selagan situasi ini adalah para
pedagang, karena kerusuhan ternyata tidak banyakrgaruh terhadap pola konsumsi.
Banyak pedagang, baik sektor formal maupun inforfkakilima) yang menyampaikan,
pasca kerusuhan ini mereka tetap dapat menikmatntkegan yang tinggi, serta
perputaran modal yang cepat.

Beberapa pihak kuatir dengan situasi yang dapatdabgrak kepada

peningkatan angka kejahatan. Data kriminalitas dhigkat kota cenderung



mengindikasikan peningkatan. Upaya membangun kabmasn dan menumbuhkan
kembali semangat membangun telah diupayakan pderd@asuk pemerintah kelurahan,
dengan mengembalikan salah satu budaya setempgtdjle@nal dengan masohi, atau
gotong royong untuk menggalang kebersamaan. Kegmatsohi dilakukan melalui satu
kegiatan bersama. Dalam kegiatan ini semua masytadidorong ikut terlibat tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Misattafam pembangunan gereja
kaum, Muslim turut menyumbang. Sebaliknya, apalkéam Muslim membangun
mesjid, kaum Nasrani turut menyumbang. Kebiasasmya yang mulai ditumbuhkan
kembali adalah makan bersama (makan pattita) sebsiggol kebersamaan dan
persaudaraan. Semua kegiatan ini biasanya diikahi tkoh-tokoh masyarakat, dan
masyarakat umum.

Para siswa SMA sebagai generasi muda, diharapipat dnenjadi warga
negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai gdeam Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional aetagas dinyatakan bahwa
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampan membentuk karakter
generasi muda serta peradaban bangsa bertujuak beErtkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan beddiepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatigndiri, dan menjadi warga negara
demokratis serta bertanggung jawab.

Hal tersebut tidak terlepas dari Pendidikan Kewaegaraan (PKn) yang
diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjaegdidikan yang mempunyai
tanggung jawab untuk membentuk warga negara yailg Bamun, demikian masih

ditemukan berbagai kendala. Kendala dan keterlbratassebut menurut Winataputra dan



Budimansyah (118-119: 2007) adalah (1). Masukatrumental {hstrumental input
terutama yang berkaitan dengan kualitas guru abaerdserta keterbatasan fasilitas dan
sumber belajar, dan (2) masukan lingkunganvironmental inpyt terutama yang
berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupartibaiegara yang kurang demokratis.
Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Kewargaa@gdidak mengarah pada misi
sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empindg pnenunjukan salah arah tersebut
antara lain;Pertama proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lei@hekankan
pada dampak instruksionahsgtructional efectsyang terbatas pada penguasaan materi
(content mastejyatau dengan kata lain hanya menekankan pada siikegnitifnya saja
sedangkan pengembangan dimensi-dimansi lain@fakt{f dan psikomotor)k dan
memperoleh dampak pengirirfgurturant affecty sebagai "hidden currikulum” belum
mendapat perhatian sebagaimana mestikgdua, pengolahan kelas belum mampu
menciptakan suasana kondusif dan produktif untuknbegikan pengalaman belajar
kepada siswa atau mahasiswa melalui perlibatanrssqu@aktof dan interaktif baik
dalam proses pembelajaran di kelas maupun di lesk(intra dan ekstrakurikuler)
sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman bejaj@ag bermakngmeninggful
learning untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku saaua mahasiswaketiga,
pelaksanaan kegiatan ekstar- kurikuler sebagai meahhands-on experienteuga
belum memberikan kontribusi yang signifikan untukenyeimbangkan anatara
penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilakikek@rampilan dalam kehidupan
yang demokratis dan sadar hukum.

PKn sebagai sebuah sistem pendidikan atau lembagey wemestinya

menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukungses belajar dan mendidik warga
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negara muda (siswa), proses belajar kondusif @amofratis. Lingkungan yang damai
dan menyenangkan adalah sangat kondusif untuk ritasfaagar terjadinya proses
belajar yang lebih baik. Sebaliknya konflik dan &edsan dalam kehidupan di sekolah
maupun masyarakat memberikan dampak negatif tephadaes belajar siswa.

PKn sangat diperlukan dan memiliki nilai serta ktkan yang sangat strategis
bagi‘national character building’dalam arti seluas-luasnya terutama dalam membkentu
warga negara yang baik. Meskipun demikian, dalatakganaanya, PKn sangat rentan
terhadapbias politik praktis penguaséhe ruling class) sehingga ia cenderung lebih
merupakan instrumen penguasa dari pada sebagainavgiembangunan watak anak
bangsa berdasarkan konstitusi seperti yang dikarktioleh sejumlah hasil penelitian
para ahli Civic Education (Apple, 1979, 1982; Boawland Passeron, 1977; Snyders,
1976; Whitty, 1985) yang mengemukakan:

It (citizenship education ) has also often reflddtiee interests of those in power
in a particular society and thus has been a mattér indoctrination and the
estabilishment of idieological hegemony rather tbheducation “ (Cogan, 1998: 5)

PKn membentuk karakter warga negara mempunyai anéMrih tinggi dari
pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkana yang benar dan mana yang
salah, akan lebih dari itu PKn sebagai pendidikarakter menanamkan kebiasaan
(habituation) tentang hal yang baik sehingga peserta didik fatjdomain kognitif)
tentang mana yang baik dan mana yang buruk, manepasakan (domain afektif) nilai
yang baik dan  mau melakukannya (domain psikomot®eperti kata Aristoteles,
karakter itu erat kaitannya dengan “habit” atalbiksaan yang terus menerus

dipraktekkan dan dilakukan.
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PKn diharapkan dapat mempersiapkan peserta didikagienvarga negara yang
memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempgeatkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Repultidonesia adalah negara
kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern ausgaha yang membentuknya
berdasarkan pada semangat kebangsaan atau nasienajaitu pada tekad suatu
masyarakat untuk membangun masa depan bersamavdh [satu negara yang sama
walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-bedaaagas, etnik atau golongannya
sesuai motto Bhineka Tunggal Ika.

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan peadbentukan warga
negara yang memahami dan mampuh melaksanakan kadaimakewajibannya untuk
menjadi warga negara yang cerdas, trampil, danabgkier yang diamanatkan oleh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PKn sayestnendidik siswa atau
generasi muda untuk berkarakter baik dan mampu ev@nkan masalah secara
demokrasi, termasuk memecahkan masalah konfliekaesendiri. Dengan demikian,
pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran pedélan menyediakan pengajaran
resolusi konflik.

PKn diharapkan mampu membelajarkan siswa untukenahkan masalah-
masalah sosial bukan konvensional yang hanya nensiswa untuk menghafal fakta-
fakta, yang hanya menggunakan metode ceramah mangbosankan siswa, ataupun
pendidikan yang hanya sekedar mewariskan nilai-lailaa tanpa dikaji secara kritis, dan
juga bukan pendidikan yang hanya menekankan peagughsiplin ilmu dan
pengembangan intelektualisme. Dengan meminjamatgpdiadisi social studies dari

Barr, Barth, dan Shermis (1978), Pendidikan Kewaegaraan mampu membelajarkan
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siswa untuk mampu memecahkan masalah-masalah ,steiadasuk konflik-konflik
sosial yang bertumbuh pada tradsmicial studiessebagaireflective ingiuiry (yang
dikembangkan oleh Hunt and Metcalft, 1955).

PKn sebagai wahana pencerdasan bangsa sebagaireajaainujuan nasional
didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repotonesia Tahun 1945
tidak dapat dibiarkan terus menjadi alat kekuasaaa, akan tetapi menjadi pilar
nasib bangsa dan generasi muda penerus bangsailaAkiga simak bersama, bahwa
dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya menteskan ilmu semata, namun lebih
jauh tentang pengertian dan pengetahuan itu hgofig utama sehinggadapat mengubah
atau membentuk karakter dan watak generasi mudsorses) agar lebih baik, lebih
sopan dalam tataran etika maupun estetika mauprlaku dalam kehidupan sehari-
hari.

PKn adalah suatu hal yang benar-benar ditanaséi@mn menanamkan fisik,
mental, dan moral bagi generasi muda agar merekgathenanusia yang beriman dan
taqwa serta menghargai nilai-nilai luhur budaysasyarakat setempat seperti yang
tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdildan Peraturan Pemerintah No.
19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan .

Hasil analisis terhadap perkembangan PKn di IndandsVinataputra, 2001)
menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang begigmdasar pada tahapan
paradigma sehingga telah mengakibatkan  ketiddkpasbaik dalam tataran
konseptual maupun tataran praktisi. Kelemahanakathan tersebut, setidaknya, terdiri
atas empat kelemahan pokok, yakni: (1) Kelemahdand&onseptualisasi PKn (2)

Penekanan yang sangat berlebihan pada prosesdiandimoral behavioristik,
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terperangkap pada proses penanaman nilai yang rcegddandoktrinatif ¢alues
inculcation): (3) ketidakkonsisten terhadap penjabaran berldigeensi tujuan PKn ke
dalam kurikulum; dan (4) Keterisolasian proses paajaran dari konteks disiplin
keilmuan dan lingkungan sosial budaya.

Sejalan dengan penilaian tersebut Wahab (1999) ememigpkan beberapa
kelemahan yang ada pada PKn yang di masa yang(lglierlalu menekankan pada
aspek nilai moral yang menempatkan siswa sebagak ofang berkewajiban untuk
menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) Kurang miakan pada pemahan struktur, proses,
dan institusi-institusi negara dengan segala ké&kmpannya; (3) Pada umumnya bersifat
dogmatis dan relatif ; dan (4) Berorientasi padaekéingan penguasa.

PKn masih jauh dari harapan, belum berhasil memitigh kecerdasan dan
keterampilan anak didik, melainkan gagal dalam nenhik karakter dan watak
kepribadian fation and character buildig Konsekuensi yang diterima konflik sosial
terjadi dimana-mana, keinginan untuk melepaskandain Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) pun disuarakan oleh beberapa tiasegerti Gerakan Aceh Merdeka
(GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), dan OragasisPapua Merdeka (OPM).

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh TomagolaifdRatnawati: 54-55
2006) bahwa di Maluku setiap komunitas (yang bema Islam maupun Keresten),
sebelum konflik, dapat dijadikan sebagai salah sawodal’ suatu masyarakat yang
memiliki toleransi beragama yang tinggi di IndomesiMereka memiliki faktor
‘permersatu’ yang cukup kuat, yaitu kultur (buday@masuk di dalamnya adalah apa

yang disebut Luhulima sebagai “Agama Ambon”. Ketig&gadi konflik, kedua kelompok
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masyarakat agama yang berbeda tersebut dapatsdigele lewat mekanisme tradisional
yang dikenal dengan sistem pela gandong di Ambeun letaluku.

Konflik Ambon terjadi tidak lama setelah kerusuhéatapang dan Kupang,
dengan kemungkinan besar merupakan ‘rangkaian’ loenerapa peristiva kekerasan
lainnya (misalnya di Situbondo, Bayuwangi, Pontigrdan lain-lain). Hal ini merupakan
indikasi kuat dari ‘tangan-tangan jahat' yang drsiir Presiden Abdurrahman Wahid
pada “Malam Basudara warga Maluku “se Jabotabe#ad® januari 2000. Dan sangat
besar kemungkinannya, para aktor intelektual ddakpeatau pendukung kerusuhan
tersebut adalah mereka dari kelompok ‘status quanigysedang melakukan fower
struggle melawan kelompok pro reformasi. Para petgan kekuasaan (anti reformasi)
di Jakarta sengaja men-switch, men-design, ataub@leikkan konflik vertical (Negara
vis-a-vis masyarakat yang di Ambon antara lain yditgndai dengan demonstarsi anti
Dwi Fungsi TNI oleh kaum muda. Dalam hal ini Malsag Universitas Pattimura
sekitar bulan November 1998), menjadi konflik hontal antara warga dengan
menggunakan isu agama. Seperti diketahui, agamahasi@ah satu titik rawan integrasi
bangsa. Bersama-sama dengan isu suku, ras, daa golangan agama termasuk dalam
kategori masalah SARA. ( Ratnawati: 57-2006)

Pentingnya sebuah bengsa memiliki nasionalismetipasi gambarkan pula
oleh Bung Karno dengan mengutip pendapat pemimm@sifyang termashyur, Mustafa
Kamil, sbb:

“Oleh karena rasa kebangsaanlah, maka bangsa-baaggaerbelakang lekas

mencapai peradaban, kebesaran dan kekuasaan. émsay&aan jang menjadi

darah jang mengalir dalam urat-urat bangsa-bangsg jkuat dan rasa
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kebangsaanlah jang memberi hidup kepada tiap-tiapusia jang hidup”,

(Soekarno, 1930: 118)

Sebagai negara yang tengah menjalani peralihamegara otoriter militeristik
ke negara yang menganut sistem demokrasi, Indosasiggat rawan dengan konflik.
Konflik yang paling kentara adalah konflik horizahtkonflik antara masyarakat dengan
kelompok masyarakat yang lain. Selama kurung wakit 1998 hingga sekarang,
konflik horizontal menjadi pekerjaan rumah pemetntlan tentu saja peran pemuda juga
ikut dalam penentu perubahan dan menuntut da@usinya. Seperti konflik yang
terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Ambon MalukiKaimantan Barat dan Tengah, serta
pergolakan daerah untuk menuntut pemerintahan rseseperti yang dilakukan oleh
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Oragaisasi Papuadéker (OPM),. Berdasarkan
latar belakang tersebut, maka PKn masukan dapajacieresolusi konflik, termasuk
bagaimana, pembinaan generasi muda pasca konfékgd@h demikian PKn sebagai

pendidikan politik dan moral dapat berperan merelanilik-konflik sosial.

B. Rumusan M asalah
Bertolak dari latar belakang penelitian diidenafsk rumusan masalah sebagai
berikut :
1. Mengapa situasi pasca konflik sosial berpengaretihatiap pembinaan karakter
generasi muda?
2. Kendala apa yang ditemui dalam proses pembentllteakter generasi muda

pasca konflik sosial melalui PKn?
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3. Solusi-solusi apa yang digunakan dalam kaitan aepgrmasalahan pembinaan
karakter generasi muda pasca konflik sosial yanigkaukan masyarakat,
organisasi, sosial politik, organisasi kepemudaamieluarga ?

4. Bagaimana koordinasi antara guru dalam memhkeéddakter generasi muda
melalui pembelajaran PKn dengan peran masyarakganisasi sosial politik,

organisasi kepemudaan dan keluarga ?

C. Tujuan Pendlitian dan Manfaat Pendlitian
1. Tujuan Pendlitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mergetasejauhmana
implementasi pembinaan karakter generasi madagp konflik sosial dan solusinya
melalui pendekatan yang diintergrasikan ke dalarendiflikan Kewarganegaraan di
Sekolah Menegah Atas.
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk
1. Mengetahui pengaruh situasi pasca konflik aogrhadap pembinaan
karakter generasi muda.
2. Mengetahui kendala yang ditemui dalam prosesbpeimkan karakter generasi
muda pasca konflik sosial.
3. Mengetahui solusi-solusi apa  yang digunakan dalarkaitan dengan
permasalahan pembinaan karakter generasi muadaa pkonflik sosial yang
dilakukan masyarakat, organisasi, sosial politkganisasi kepemudaan,dan

keluarga.
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4. Mengetahui bagaimana koordinasi antara gurundatembentuk karakter
generasi muda melalui pembelajaran PKn di sekotaigah peran masyarakat,

organisasi sosial politik, organisasi kepemudaankeduarga.

2. Manfaat Penelitian
Secara teoretik, penelitian ini akan menggali, ngkaji dan
mengorganisasikan PKn dalam membangun karaktergsi muda secara konseptual-
filosofis yang akan menghasilkan landasan PKn #arangka dasar secara konseptual-
teoritis tentang pengembangan karakter genemagla bangsa sebagai bahan masukan
bagi pengembangan PKn pembangunan karakter genersda bangsa. Temuan ini
diharapkan dapat memberi manfaat bagi:
1. Para akademisi atau komunitas akademik, khusudgalgan bidang PKn untuk
bahan masukan ke arah pembangunan PKn sebagadigandiisiplin ilmu.
2. Para praktisi untuk pengembangan tenaga kepemdiddan keguruan di
lembaga pendidikan tinggi yang bertugas mengdtasil lulusan tenaga guru
PKn.
3. Para pengembang  kurikulum PKn baik pada jenjangdig&kan dasar,
menengah, tinggi maupun lingkup masyarakat darkizso.
4. Para praktisi PKn baik pada jenjang pendidikasada menengah, tinggi
maupun lingkungan masyarakat dan birokrasi.
5. Para pengambil kebijakan terutama yang terkait @engrogram PKn dalam
upaya mempersiapkan warga negara yang cerdak $&atara intelektual,

emosional, sosial, maupun spiritual, dan tangguawap, serta mampu
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berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat ¢@nnegara secara

berkeadaban.

D. Asumsi Penedlitian

Konflik bersifat alamiah, bagian dari kehidup&ia konfik dapat difahami, ia
dapat menjadi suatu kesempatan untuk belajar ddtrdasi tantangan bagi orang-
orang Yyang dalam konflik adalah menerapkan pripsipsip kerja sama yang kreatif
dalam hubungan antar manusia (Bodine, Crawfordsmmadumf, 1994).

Konflik sosial adalah aspek yang meresap d&keimdupan, yang memberikan
fungsi-fungsi personal dan sosial. Konflik dapatsifat disfungsional, dan karena
secara luas tersedia sebagai senjata yang saegdahhbya, maka konflik dapat
membawa ke arah kekerasamolencg dan kematian. Namun demikian, konflik juga
dapat bersifat produktif. Konflik merupakan med@dimana masalah-masalah dapat
diungkapkan dan pemecahannya dapat dikembangkamflilkkK merupakan akar bagi

perubahan personal dan sosial (Detusch and RZI0@2).

E. Pertanyaan Pendlitian
Dari fokus masalah penelitian yang diuraikan dsatiapat diambil beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Mengapa situasi pasca konflik sosial berpengaretihatiap pembinaan karakter
generasi muda melalui PKn di sekolah ?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam proses penitentkarakter generasi

muda pasca konflik sosial melalui PKn di sekolah ?

19



3. Solusi-solusi apa yang digunakan dalam kaitamaemermasalahan pembinaan
karakter generasi muda pasca konflik sosial yailgkukan masyarakat,
organisasi, sosial politik, organisasi kepemuddeetyarga dalam membentuk
karakter generasi muda?

4. Bagaimana koordinasi antara guru dalam memhkeédakter generasi muda
melalui pembelajaran PKn di Sekolah dengan perasyanakat, organisasi sosial

politik, organisasi kepemudaan dan keluarga ?

F. Penjelasan Konsep

1. Peran

Menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi dibawakéeh seseorang, atau lembaga
organisasi ketika menduduki suatu posisi dalankgirsosial tertentu.

2. Karakter

Dalam pengertian harafiah, karakter mempunyaimagssikologis atau sifat

kejiwaan terkait dengan aspek kepribadip@rgonality, akhlak atau budi pekerti, tabiat,
watak, sifat kualitas yang membedakan seseoramg ydag lain atau kekhasan
(partikular quality) yang dapat menjadikan seseorang terpercaya dag jain. Dari
konteks inipun, karakter mengandung unsur morakapsi bahkan prilaku untuk
menentukan apakah seseorang memiliki akhlak atdu Ipekerti yang baik, terungkap
pada saat seseorang itu melakukan perbuatan atkpeertentu.

Membangun karakteclaracter buildingladalah proses mengukir atau memahat
jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, mienalan berbeda atau dapat

dibedakan dengan orang lain. Ibarat sebuah hufdafrdalfabet yang tak pernah sama
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antara yang satu dengan yang lain, demikianlahgeoasing yang berkarakter dapat
dibedakan satu dengan lainnya termasuk dengantigailgatau belum berkarakter atau

berkarakter tercela. http://koleksi-skripsi.blogspot.com/2008/07/teceinpbentukan-

karakter.hmtl)

3. Pembelajaran PKn.

Untuk mencapai tujuan PKn dengan paradigma baru glisusun materi dan
model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan Harapan PKn yakni
mengembangkan kecerdasan warga negave (ntelligencg dalam dimensi spiritual,
rasional, emosional dan sosial, mengembangkan uagggwab warga negar@ivic
responsibility, serta mengembangkan anak didik berpartisipasagewarga negara
(civic participatior) guna menopang tumbuh dan berkembangnya wargaanggag
baik.

Pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali simgan pengetahuan
dan keterampilan intelektual yang memadai serteggdaman praktis agar memiliki
kompetensi dan efektivitas dalam berpartisip@eh karena itu, ada dua hal yang
perlu mendapat perhatian guru atau calon gulandanempersiapkan pembelajaran
PKn di kelas, yakni bekal pengetahuan materi majgran dan metode atau
pendekatan pembelajaran.

Materi PKn dengan paradigma baru dikembangkan ddb@miuk standar
nasional PKn vyang pelaksanaannya berprinsip padalemmentasi kurikulum

terdesentralisasi. Ada empat isi pokok pendidikanwdcganegaraan, yakni:
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(1) Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraafpagai sasaran
pembentukan;
(2) Standar materi kewarganegaraan sebagatam kurikulum dan pembelajaran;
(3) Indikator pencapaian sebagai kriteriagdtbbsilan pencapaian kemampuan; dan
(4) Rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujgkamatif bagi para guru.
Pendidikan Kewarganegaraan” di Indonesia merupal@ajemahan dari
kepustakaan asingivic education’atau titizenship educationatau &ducation for
citizenship! Meskipun demikian, dua istilah tersebut perdiddedakan ketika diadopsi
ke dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam kunkBlendidikan Kewargaannegaraan
tahun 1968. Istilah’'civic education biasanya diterjemahkan menjadi 'Pendidikan
Kewargaan Negara’, disingkat PKN, sedangkamtizenship education’biasanya
diterjemahkan menjadi 'Pendidikan Kewarganegaradisingkat PKn. Selain perbedaan
istilah, secara konseptual dua istilah tersebut itilerperbedaan ruang lingkup kajian
seperti dapat dilihat dari pendapat Cogan dalampriga, H. (2007: 26) yang
menyatakan bahwaivic education, umumnya nerujuk pada jenis mata pelajaran yang
diselenggarakan - dalam  struktur  sekolah  formaMata pelajaran tersebut
memfokuskan pada struktur, proses dan simboldimpémerintahan, seperti lembaga-
lembaga pemerintahan, proses penyelenggaraareripéhan, simbol-simbol negara,
peran dan tanggung jawab warga negara. SedanBkamadalah istilah yang lebih
inklusif dan merupakan pengalaman belajarsekolah juga diluar sekolah baik non
formal maupun informal yang terjadi di lingkungaeldarga, organisasi keagamaan,
organisasi kemasyarakatan, media dan sebagarapg membantu untuk membentuk

totalitas warga negara.
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Dalam penelitian ini, pengertian kewarganegaradnih ledifokuskan pada
pengertian pertama, yakni Pendidikan Kewarganegaf®Kn) dalam istilah Civic
education. Meskipun demikian, istilah yang akan digunallalam penelitian ini tetap
menggunakan istilah ’'Pendidikan Kewarganegaraan'ngimgat istilah ini lebih
memasyarakat dan dalam Kamus Besar Bahasadsido(Edisi Il, 1995), dua istilah

tersebut tidak memiliki perbedaan makna yang berar

4. Konflik Sosial

Konflik berasal dari kata kerja latioonfigereyang berarti saling memukul.
Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatsgs sosial antara dua orang atau lebih
(biasanya juga kelompok) dimana salah satu pihaksb&a menyingkirkan pihak lain
dengan menghancurkannya tidak berdaya

Tidak satu masyarakatpun yang tidak pernah mengakonflik antar
anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainkyaflik hanya akan hilang
bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciang dibawa individu dalam
suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebutidhagt adalah menyangkut ciri fisik,
kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakdsn)ain sebagainya. Dengan dibawa
sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sdsikonflik merupakan situasi yang wajar
dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakaiapg tidak pernah mengalami
konflik antara anggotanya atau dengan kelompok arakgt lainnya, konflik hanya akan

hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakatntiirce
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Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dategrasi berjalan sebagai
sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkdnt@&an menghasilkan integrasi,
sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapatiptkan konflik.

Konflik adalah perlawanan mental sebagai akilzat Kebutuhan, dorongan
atau tuntutan yang berlawanan tindakan perlamankarena ketidakcocokan atau
ketidakserasian mengakibatkan berkelahi, berperatagr baku hantam. Menurut
Webster dalam Dean G. Pruitt (1986), istilabriflict’ di dalam bahasa aslinya berarti
Suatu ” perkelahian , peperangan, atau perjuangaitt) berupa konfrontasi fisik antara
beberapa pihak. Dengan kata lain, istilah tersemeriyentuh aspek psikologis dibalik
konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontdisik itu sendiri. Secara singkat, istilah
"conflict’ menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehdargjatusnya sebagai sebuah
konsep tunggal.

Menurut Webster dalam Dean G, Pruitt dan JeffreyRidbin. (2004 : 9-10)
konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaentinganperceived divergence
of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihakpgiang berkonlfik tidak

dapat dicapai secara simultan.

G. Lokas dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pktan di SMA Negeri 9
Kota Ambon Provinsi Maluku. Letaknya di gunung Naatas desa Waiheru jarak dari
pusat kota 14 km. Pada awalnya Sekolah ini bebéimama SMA Negeri 9 Unggulan.
Namun, disaat konflik sosial yang terjadi di Ambweberapa waktu yang lalu, sekolah

ini tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajaemgajar. Siswa yang masuk ke
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Sekolah tersebut benar-benar diseleksi melaluilskkmasing-masing. Seteleh konflik
reda tahun 2003 sekolah ini dapat difungsikambadi tetap dengan status SMA Negeri
9 Ambon. Atas inisiatif guru-guru dan orang tuassis Akan tetapi tidak lagi berlebel
SMA Unggulan yang menjadi pertimbangannya adalamengingat anak-anak usia
sekolah menengah atas tidak dapat mengancadidpem sering tersendat-tersedat

karena sekolah tersebut tidak difungsikan .
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